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Abstract: This study aims to identify the root causes and systemic weaknesses in land
regulations and evaluate the challenges of resolving them in Makassar City. This research
method uses a qualitative approach with a case study design, supported by data collection
techniques through interviews, observation, documentation, and FGDs analysed using NVivo
12 Plus. The analysis process involves thematic coding, pattern exploration with query and
relationship features, and data visualisation to support systematic interpretation of the
findings. This study found that land disputes in Makassar City are triggered by overlapping
ownership and certificates, weaknesses in agrarian regulations that are inconsistent between
national regulations and regional policies, complicated administrative procedures, lack of
coordination between institutions, and limited public access to legal channels, especially for
vulnerable groups. These conditions give rise to legal uncertainty, unequal land distribution,
and prolonged socio-economic conflict. To address these problems, a comprehensive approach
based on agrarian law that emphasises justice, legal certainty, and benefit is needed, including
regulatory harmonisation, simplification of administrative procedures, implementation of a
digital land information system, mediation mechanisms and community empowerment to make
land dispute resolution more effective, transparent, and sustainable.

Keywords: Land Disputes; Regulations, Legal Certainty, Agrarian Law,; Social Justice.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab dan kelemahan
sistemik dalam regulasi pertanahan serta mengevaluasi tantangan penyelesaiannya di Kota
Makassar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi
kasus, didukung oleh teknik pengumulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan
FGD yang dianalisis menggunakan NVivo 12 Plus. Proses analisis melibatkan coding tematik,
eksplorasi pola dengan fitur query dan relationship, serta visualisasi data untuk mendukung
interpretasi temuan secara sistematis. Studi ini menemukan bahwa sengketa tanah di Kota
Makassar dipicu oleh tumpang tindih kepemilikan dan sertifikat, kelemahan regulasi agraria
yang tidak konsisten antara peraturan nasional dan kebijakan daerah, prosedur administrasi
yang rumit, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap
jalur hukum, terutama bagi kelompok rentan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum,
ketimpangan distribusi tanah, dan konflik sosial-ekonomi yang berkepanjangan. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan komprehensif berbasis hukum
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agraria yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan kemantfaatan, termasuk harmonisasi
regulasi, penyederhanaan prosedur administrasi, penerapan sistem informasi pertanahan
digital, serta mekanisme mediasi dan pemberdayaan masyarakat agar penyelesaian sengketa
tanah lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Sengketa Tanah; Regulasi; Kepastian Hukum; Hukum Agraria; Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini berangkat dari kasus kontroversial eksekusi lahan seluas
12.931 m? di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, yang mencuat ke publik dan memunculkan
polemik antara pemilik lahan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Sengketa ini
mencerminkan kompleksitas persoalan agraria di wilayah perkotaan, khususnya terkait
lemahnya regulasi pertanahan, tumpang tindih sertifikat, serta kurangnya koordinasi antar
lembaga dalam penyelesaian sengketa tanah. Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa
meskipun sistem hukum agraria di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan
perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan
yuridis. Ketidakpastian hukum, ketidaktegasan dalam penegakan hukum, serta keterbatasan
akses masyarakat terhadap keadilan agraria menjadi tantangan utama yang perlu dikaji secara
mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kelemahan
regulasi agraria dan mengevaluasi tantangan penyelesaian sengketa tanah secara komprehensif
dalam konteks Kota Makassar.

Problematika sengketa tanah merupakan isu yang terus berkembang dan menjadi
tantangan serius dalam sistem pertanahan di Indonesia. Sengketa ini sering kali dipicu oleh
tumpang tindih kepemilikan, klaim sepihak, kelemahan dalam regulasi agraria, serta minimnya
transparansi dan akurasi dalam administrasi pertanahan. Selain itu, lemahnya penegakan
hukum dan kurangnya kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa turut memperburuk
situasi. Sengketa tanah tidak hanya menimbulkan ketegangan antarindividu atau kelompok,
tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh
karena itu, diperlukan upaya pembenahan regulasi, perbaikan sistem administrasi pertanahan,
serta pendekatan penyelesaian sengketa yang adil dan berkeadilan.

Perspektif hukum agraria secara umum memandang tanah sebagai sumber daya vital
yang memiliki fungsi sosial dan harus dikelola demi kemakmuran rakyat. Hukum agraria di
Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang
menegaskan bahwa segala hak atas tanah harus didasarkan pada asas keadilan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan. Dalam kerangka ini, negara memiliki kewenangan mengatur,
mengurus, dan mengawasi peruntukan, penggunaan, serta pemilikan tanah agar tidak
menimbulkan ketimpangan atau penyalahgunaan. Hukum agraria juga menekankan pentingnya
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, petani, dan kelompok rentan lainnya,
sehingga distribusi dan pemanfaatan tanah dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan.

State of the art penelitian ini terletak pada kajian kritis terhadap regulasi agraria yang
selama ini belum mampu menjawab kompleksitas sengketa tanah di kawasan perkotaan,
khususnya dalam konteks yuridis dan kelembagaan.
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Gambar 1. Tren penelitian terkini

Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek administratif dan legal formal,
namun belum banyak yang mengeksplorasi secara mendalam peran kelembagaan dan
implementasi hukum agraria dalam penyelesaian sengketa. Kebaruan penelitian ini terletak
pada pendekatan analisis yang menyoroti integrasi antara aspek normatif, kelembagaan, dan
keadilan agraria dalam konteks perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan
rekomendasi kebijakan berbasis evaluasi kelemahan regulasi yang bersifat aplikatif dan
kontekstual sesuai dengan dinamika lokal.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengurai akar permasalahan dan
mencari solusi konkret terhadap maraknya sengketa tanah yang masih menjadi fenomena laten
dalam sistem agraria di Indonesia. Permasalahan seperti tumpang tindih kepemilikan,
lemahnya regulasi, dan ketidakpastian hukum menunjukkan adanya celah dalam sistem
pertanahan yang berdampak langsung pada keadilan sosial dan ketertiban hukum. Dalam
konteks ini, dipetakan beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut: (a) Apa saja
faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah dari perspektif hukum agraria? (b)
Bagaimana kelemahan regulasi agraria memengaruhi penyelesaian sengketa tanah? (c) Apa
saja tantangan dan strategi penyelesaian sengketa tanah yang berkeadilan dalam kerangka
hukum agraria nasional? Ketiga rumusan masalah ini menjadi dasar dalam upaya analisis dan
rekomendasi terhadap perbaikan sistem hukum pertanahan yang lebih adil, transparan, dan
berorientasi pada kepastian hukum.

Menjawab rumusan masalah tersebut memiliki implikasi strategis dalam merumuskan
kebijakan hukum agraria yang lebih adaptif dan solutif, khususnya dalam konteks penyelesaian
sengketa tanah yang kompleks di wilayah perkotaan. Identifikasi faktor penyebab, evaluasi
kelemahan regulasi, serta analisis terhadap tantangan dan strategi penyelesaian akan
memberikan landasan empiris dan normatif bagi perumusan model kebijakan hukum agraria
yang menjamin kepastian hukum, mendorong keadilan sosial, serta memperkuat tata kelola
pertanahan nasional yang transparan dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa tanah dan mengevaluasi kelemahan regulasi
agraria yang memengaruhi penyelesaian konflik di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini
bertujuan menganalisis tantangan dan strategi penyelesaian sengketa tanah yang berkeadilan
dalam kerangka hukum agraria nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar
perumusan rekomendasi kebijakan hukum pertanahan yang lebih adil, transparan, dan
menjamin kepastian hukum.
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METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan teknik
pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, dokumentasi, observasi langsung di
lapangan, serta Focus Group Discussion (FGD). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur
untuk menggali informasi dari informan kunci, antara lain pejabat Balai Penegakan Hukum
(Gakkum) KLHK wilayah Sulawesi, aparat kepolisian sektor Tinggimoncong, pihak Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) setempat, tokoh masyarakat, dan perwakilan LSM lingkungan.
Observasi dilakukan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lembanna Malino untuk melihat
langsung kondisi hutan dan aktivitas ilegal yang terjadi. Dokumentasi digunakan untuk
merekam data sekunder seperti laporan kasus, berita, serta arsip hukum yang relevan,
sedangkan FGD dilaksanakan untuk memperoleh perspektif bersama dari berbagai pemangku
kepentingan dalam merumuskan solusi terhadap maraknya penebangan pohon secara ilegal di
Kabupaten Gowa.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan
menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk mempermudah proses pengelolaan dan
analisis data kualitatif. Tahapan analisis dimulai dengan proses transkripsi hasil wawancara,
FGD, dan catatan observasi ke dalam bentuk dokumen teks. Selanjutnya, data tersebut diimpor
ke dalam NVivo untuk dilakukan proses coding, yaitu pengelompokan data berdasarkan tema,
kategori, atau pola tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah itu, dilakukan analisis
tematik untuk mengidentifikasi hubungan antar tema dan mendalami makna di balik data yang
diperoleh. Visualisasi data seperti word cloud dan model jaringan antar tema juga dimanfaatkan
untuk memperkuat interpretasi. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara mendalam
guna menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan penelitian yang valid dan
kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor yang Memengaruhi Masih Maraknya Penebangan Pohon Ilegal
Penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa, khususnya di Taman Wisata Alam (TWA)
Lembanna Malino, merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor
yang saling terkait. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan hutan, praktik
pembalakan liar masih marak terjadi karena adanya kombinasi faktor ekonomi, sosial,
kelembagaan, dan pengawasan yang lemah. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting
untuk merumuskan strategi penegakan hukum dan kebijakan konservasi hutan yang lebih
efektif. Berdasarkan analisis data empiris dari observasi lapangan dan wawancara dengan
aparat serta masyarakat, ditemukan empat faktor utama yang mendorong maraknya
penebangan ilegal.

Faktor
Berpengaruh
/ \‘
/o
~«
Faktor Ekonomi  Faktor Sosial dan Faktor Faktor Regulasi
Budaya Kelembagaandan  dan Penegakan
Pengawasan Hukum

Gambar 2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Masih Maraknya Penebangan Pohon Ilegal
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Penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa, khususnya di Taman Wisata Alam (TWA)
Lembanna Malino, tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kayu
pinus yang dilindungi memiliki nilai jual tinggi di pasaran, sehingga menjadi insentif ekonomi
yang kuat bagi masyarakat untuk melakukan penebangan ilegal. Bagi sebagian besar warga,
pendapatan dari kegiatan ekonomi legal, seperti pertanian subsisten atau usaha kecil, dirasa
belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menyebabkan
pembalakan liar dianggap sebagai alternatif yang cepat dan menguntungkan. Keterbatasan
akses terhadap peluang ekonomi yang berkelanjutan memperkuat ketergantungan masyarakat
pada sumber daya hutan, meskipun kegiatan ini melanggar hukum dan menimbulkan risiko
kerusakan lingkungan jangka panjang. Dengan kata lain, faktor ekonomi tidak hanya menjadi
pemicu utama, tetapi juga memperlihatkan keterkaitan erat antara kebutuhan hidup warga
dengan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.

Selain faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya turut memperkuat praktik penebangan
ilegal. Di banyak komunitas di sekitar TWA Lembanna Malino, norma sosial yang berkembang
masih menempatkan hutan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan
sehari-hari, termasuk melalui penebangan kayu secara ilegal. Persepsi bahwa tindakan tersebut
wajar atau sah jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga membuat kesadaran
tentang pentingnya konservasi hutan masih rendah. Kurangnya pendidikan lingkungan dan
pengetahuan terkait fungsi ekologis hutan menyebabkan masyarakat kurang memahami
dampak jangka panjang dari aktivitas ilegal. Lebih jauh, praktik penebangan ilegal yang
berlangsung dari generasi ke generasi membentuk suatu pola sosial yang sulit diubah tanpa
intervensi edukatif dan program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.

Faktor kelembagaan dan pengawasan juga menjadi aspek penting yang memengaruhi
maraknya penebangan pohon ilegal. Kelembagaan yang ada sering menghadapi keterbatasan
kapasitas, baik dari segi jumlah personel maupun sarana pendukung, sehingga pengawasan di
lapangan tidak berjalan optimal. Aparat pengawas yang terbatas dan minimnya fasilitas, seperti
kendaraan patroli, teknologi monitoring, dan peralatan deteksi dini, membuat pengawasan
hutan menjadi lemah. Akibatnya, pelaku pembalakan liar memiliki peluang besar untuk
melakukan aktivitas ilegal tanpa terdeteksi, sehingga rasa takut terhadap penegakan hukum
menjadi rendah. Kelemahan kelembagaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan
tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya, koordinasi,
dan efektivitas implementasi di lapangan.

Faktor regulasi dan penegakan hukum menjadi dimensi kritis berikutnya. Walaupun telah
ada peraturan yang mengatur perlindungan hutan, pelaksanaan di lapangan menghadapi
berbagai hambatan birokratis dan prosedural. Proses penyidikan yang panjang, birokrasi yang
berbelit, serta kurangnya koordinasi antar lembaga membuat penegakan hukum terhadap
pelaku tidak berjalan konsisten. Ketidakpastian sanksi dan minimnya efek jera membuat pelaku
tetap terdorong untuk menebang pohon secara ilegal karena keuntungan ekonomi yang
diperoleh lebih besar dibandingkan risiko yang dirasakan. Kondisi ini menegaskan bahwa
keberadaan regulasi saja tidak cukup; efektivitas hukum sangat bergantung pada konsistensi
implementasi dan kemampuan aparat dalam menindak pelanggaran.

Selain itu, interaksi antara faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, dan hukum menciptakan
suatu siklus yang memperkuat praktik penebangan ilegal. Kebutuhan ekonomi yang tinggi
mendorong aktivitas ilegal, yang kemudian diperkuat oleh norma sosial yang membenarkan
pemanfaatan hutan. Lemahnya pengawasan dan ketidakpastian hukum membuat tindakan ini
sulit dihentikan, sehingga praktik ilegal terus berlangsung. Siklus ini menunjukkan bahwa
strategi pengurangan penebangan ilegal harus bersifat multidimensional, meliputi
pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan lingkungan, penguatan kelembagaan
pengawas, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
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Secara keseluruhan, maraknya penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa merupakan
akibat dari kombinasi faktor yang kompleks dan saling terkait. Faktor ekonomi, sosial-budaya,
kelembagaan, dan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam analisis penyebab
praktik ilegal ini. Pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut menjadi sangat
penting sebagai dasar merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Upaya intervensi harus
melibatkan pendekatan yang holistik, mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, edukasi
lingkungan, penguatan kapasitas aparat, serta penegakan hukum yang konsisten agar dapat
menekan praktik ilegal, menjaga kelestarian hutan, serta memastikan keberlanjutan ekologis,
sosial, dan ekonomi di Kabupaten Gowa.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap kasus penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa
menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Meskipun terdapat
regulasi yang jelas terkait perlindungan hutan dan sanksi pidana bagi pelanggar, praktik di
lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu berjalan efektif. Hambatan-
hambatan ini muncul dari aspek kelembagaan, prosedur hukum, koordinasi antar pihak terkait,
serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Pemahaman mendalam terhadap
tantangan-tantangan tersebut menjadi penting agar upaya penegakan hukum dapat lebih efektif
dan memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
Berdasarkan analisis empiris melalui wawancara dengan aparat, Balai Gakkum KLHK, dan
masyarakat, terdapat beberapa poin utama tantangan dalam penegakan hukum pidana:

Keterbatasan
Sumber Daya
Aparat dan

Infrastruktur

Prosedur Hukum

- .
s yang Rumit dan
s - Lambat

Tantangan dalam ———__
Penegakan Hukum ——
Pidana ——

Koordinasi Antar
Lembaga yang
Kurang Efektif

Ketidakpastian
Sanksi dan
Rendahnya Efek
Jera

Gambar 3. Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap kasus penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa
menghadapi tantangan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Meskipun regulasi
terkait perlindungan hutan dan sanksi pidana telah ada, praktik di lapangan menunjukkan
bahwa efektivitas penegakan hukum masih terbatas. Kondisi ini muncul akibat berbagai
hambatan yang melibatkan aspek kelembagaan, prosedur hukum, koordinasi antar lembaga,
serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Pemahaman mendalam terhadap
tantangan-tantangan tersebut sangat penting agar upaya penegakan hukum dapat berjalan lebih
efektif, memberikan efek jera, dan sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya aparat dan infrastruktur.
Jumlah personel pengawas hutan yang tersedia di Kabupaten Gowa masih minim, baik dari sisi
kuantitas maupun kapasitas. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal tidak
merata dan sulit dilakukan secara intensif. Selain itu, sarana pendukung seperti kendaraan
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patroli, peralatan monitoring, dan teknologi pemantauan hutan juga terbatas, sehingga deteksi
dini terhadap kegiatan ilegal menjadi tidak optimal. Kondisi ini memberi ruang bagi pelaku
penebangan ilegal untuk beroperasi tanpa takut mudah terdeteksi, yang kemudian memperkuat
keberlangsungan praktik ilegal di kawasan hutan.

Selain itu, prosedur hukum yang rumit dan panjang menjadi hambatan dalam penegakan
hukum pidana. Proses penyidikan, pengumpulan bukti, koordinasi antar lembaga, serta
persidangan yang memakan waktu lama mengakibatkan penindakan terhadap pelaku tidak
berjalan cepat dan efektif. Hambatan birokratis ini membuat kasus-kasus penebangan ilegal
sering tertunda, sehingga risiko hukum yang dirasakan oleh pelaku menjadi rendah. Akibatnya,
efek jera yang diharapkan dari penerapan sanksi pidana tidak tercapai, dan pelaku tetap
terdorong melakukan praktik ilegal karena keuntungan ekonomi yang diperoleh lebih tinggi
dibanding risiko yang harus ditanggung.

Koordinasi antar lembaga yang kurang efektif juga menjadi salah satu kendala utama.
Penegakan hukum memerlukan sinergi antara Balai Gakkum KLHK, kepolisian, kejaksaan,
dan pemerintah daerah. Namun, kenyataannya koordinasi ini sering mengalami kesulitan,
mulai dari tumpang tindih kewenangan, duplikasi tugas, hingga celah yang dapat dimanfaatkan
pelaku untuk menghindari penindakan. Kurangnya integrasi antar lembaga ini juga berdampak
pada pengumpulan data yang tidak lengkap dan strategi penegakan hukum yang kurang
terencana dengan baik, sehingga efektivitas penindakan menurun.

Selain itu, ketidakpastian sanksi dan rendahnya efek jera menjadi tantangan yang cukup
signifikan. Meskipun hukum telah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku, implementasinya di
lapangan sering menghadapi kendala. Pelaku kerap menilai risiko hukum yang akan dihadapi
lebih rendah dibandingkan keuntungan ekonomi dari penebangan ilegal. Ketidakpastian
mengenai durasi hukuman, besaran denda, dan konsistensi penegakan hukum membuat efek
jera menjadi minimal, sehingga praktik ilegal terus berulang.

Dengan demikian, tantangan dalam penegakan hukum pidana terhadap penebangan
pohon ilegal di Kabupaten Gowa muncul dari kombinasi keterbatasan sumber daya aparat dan
infrastruktur, prosedur hukum yang rumit, koordinasi antar lembaga yang kurang efektif, serta
ketidakpastian sanksi yang mengurangi efek jera. Keseluruhan hambatan ini saling terkait dan
memperkuat praktik ilegal yang merusak hutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis
yang terpadu, termasuk peningkatan kapasitas aparat, pemangkasan birokrasi, penguatan
koordinasi antar lembaga, serta penerapan sanksi yang konsisten, agar penegakan hukum
pidana dapat berjalan efektif dan mendukung keberlanjutan kawasan hutan di Kabupaten
Gowa.

Efektivitas penegakan hukum oleh pihak berwenang dalam menangani kasus penebangan
pohon ilegal di Kabupaten Gowa sangat bergantung pada kemampuan lembaga terkait untuk
menerapkan regulasi yang ada secara konsisten dan menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis
empiris dari wawancara dengan Balai Gakkum KLHK, aparat kepolisian, dan masyarakat
setempat, terlihat bahwa upaya penindakan hukum yang dilakukan telah memberikan beberapa
dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko hukum.
Namun, efektivitas ini masih terbatas karena berbagai faktor yang mempengaruhi baik sisi
internal lembaga penegak hukum maupun kondisi eksternal di lapangan. Dalam banyak kasus,
meskipun pelaku berhasil diidentifikasi, penindakan hukum sering berjalan lambat sehingga
efek jera yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai.

Salah satu indikator efektivitas penegakan hukum adalah kemampuan pihak berwenang
untuk menindak pelaku secara cepat dan tepat. Di Kabupaten Gowa, aparat Balai Gakkum
KLHK telah melakukan operasi pengawasan rutin dan menangani sejumlah kasus pembalakan
liar, termasuk penyitaan kayu ilegal dan penindakan terhadap pelaku. Meski demikian,
keterbatasan sumber daya, seperti jumlah personel, kendaraan patroli, dan peralatan
monitoring, membuat penindakan tidak merata dan sebagian kegiatan ilegal tetap berlangsung
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di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah
ditegakkan secara formal, implementasi praktis di lapangan masih menghadapi kendala yang
mengurangi efektivitasnya.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas
penegakan hukum. Penegakan yang berhasil membutuhkan sinergi antara Balai Gakkum
KLHK, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Data empiris menunjukkan bahwa
koordinasi ini belum selalu optimal, terutama dalam hal pertukaran informasi, penanganan
administrasi, dan penyusunan strategi penegakan. Ketidakterpaduan ini menyebabkan
beberapa kasus tertunda atau sanksi yang dijatuhkan tidak konsisten, sehingga pelaku masih
merasa bahwa risiko hukum tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh.
Efektivitas penegakan hukum, oleh karena itu, tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang
ditangani, tetapi juga dari kemampuan lembaga untuk memberikan kepastian hukum dan efek
jera bagi masyarakat.

Terakhir, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh pemahaman dan partisipasi
masyarakat lokal. Kesadaran masyarakat tentang dampak negatif penebangan ilegal dan
pentingnya mendukung tindakan hukum dapat meningkatkan keberhasilan penindakan.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa kampanye edukasi, sosialisasi hukum, dan
keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lokal telah membantu pihak berwenang dalam
mengidentifikasi pelaku dan mencegah praktik ilegal di beberapa lokasi. Dengan demikian,
efektivitas penegakan hukum bukan hanya soal kapasitas aparat, tetapi juga bagaimana regulasi
diimplementasikan secara kolaboratif dengan masyarakat, sehingga tercipta sistem
pengawasan yang berkelanjutan dan hutan lindung dapat terjaga.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa
harus dipahami dalam konteks implementasi Undang-Undang Kehutanan dan peraturan
pelaksanaannya. Kajian hukum menunjukkan bahwa regulasi yang ada, termasuk ketentuan
sanksi pidana dan administrasi, telah dirancang untuk memberikan efek jera dan melindungi
kelestarian hutan lindung. Namun, data empiris dari Taman Wisata Alam (TWA) Lembanna
Malino menunjukkan bahwa penerapan regulasi tersebut masih mengalami kendala signifikan
di lapangan. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang,
tetapi juga pada kemampuan aparat untuk menindak pelanggaran secara konsisten, cepat, dan
adil. Dalam praktiknya, meskipun beberapa kasus berhasil ditindak, proses hukum yang
panjang dan hambatan prosedural mengurangi kemampuan hukum untuk memberikan efek jera
secara optimal.

Salah satu isu utama yang memengaruhi efektivitas adalah konsistensi penerapan sanksi
pidana. Kajian menunjukkan bahwa pelaku penebangan ilegal sering menilai risiko hukum
rendah dibandingkan keuntungan ekonomi dari kegiatan ilegal, karena penegakan sanksi
pidana belum selalu tegas atau konsisten. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang
menunjukkan ketidakpastian dalam penegakan denda dan durasi hukuman, yang membuat efek
jera bagi pelaku menjadi minimal. Dengan kata lain, meskipun regulasi telah mengatur bentuk
hukuman, implementasinya yang tidak merata dan kurang tegas melemahkan fungsi hukum
sebagai alat pengendalian sosial, sehingga praktik penebangan ilegal tetap berlangsung.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor kritis dalam mengukur
efektivitas penegakan. Kajian hukum menekankan perlunya sinergi antara Balai Gakkum
KLHK, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah untuk memastikan proses hukum
berjalan lancar dan pelanggar dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan. Analisis empiris di
Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa koordinasi ini belum optimal, dengan adanya tumpang
tindih kewenangan, kurangnya integrasi data, dan keterlambatan pengambilan keputusan.
Kondisi ini tidak hanya menunda proses hukum, tetapi juga menurunkan persepsi masyarakat
terhadap keadilan, sehingga potensi dukungan publik untuk pengawasan dan pelaporan
aktivitas ilegal menjadi terbatas.
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Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat
dan edukasi lingkungan. Kajian hukum modern menekankan bahwa penguatan sistem hukum
tidak cukup jika tidak didukung partisipasi lokal dalam mencegah dan melaporkan
pelanggaran. Temuan di TWA Lembanna Malino menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat
melalui program sosialisasi hukum dan edukasi konservasi telah membantu mengidentifikasi
pelaku dan mengurangi praktik ilegal di beberapa area. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan
kolaboratif, yang menggabungkan penegakan hukum yang tegas dengan pemberdayaan
masyarakat, lebih efektif dalam menekan tindak pidana penebangan ilegal sekaligus
memastikan keberlanjutan hutan, dibandingkan penegakan hukum yang bersifat sepihak dan
hanya mengandalkan aparat.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan studi ini, dapat disimpulkan bahwa maraknya penebangan pohon
ilegal di Kabupaten Gowa, khususnya di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lembanna
Malino, merupakan akibat dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial-budaya,
kelembagaan, dan hukum. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama, di mana tingginya nilai
kayu pinus dan keterbatasan alternatif penghasilan mendorong masyarakat untuk melakukan
pembalakan liar. Faktor sosial dan budaya memperkuat praktik ini melalui norma dan persepsi
lokal yang membenarkan pemanfaatan hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sementara
kurangnya pendidikan lingkungan dan kesadaran ekologis memperlemah upaya konservasi.
Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pengawasan, termasuk jumlah personel,
sarana, dan teknologi monitoring, membuat deteksi dini sulit dilakukan dan risiko hukum bagi
pelaku menjadi rendah. Kelemahan dalam implementasi regulasi dan prosedur hukum yang
panjang, birokratis, serta koordinasi antar lembaga yang kurang efektif menambah kerentanan
sistem penegakan hukum, sehingga efek jera dari sanksi pidana tidak optimal.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di
Kabupaten Gowa masih terbatas, meskipun upaya aparat Balai Gakkum KLHK dan instansi
terkait telah memberikan beberapa dampak positif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat
tentang risiko hukum. Kendala yang paling signifikan mencakup konsistensi penerapan sanksi
pidana, keterbatasan sumber daya aparat dan infrastruktur, prosedur hukum yang panjang, serta
koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Studi ini juga menekankan pentingnya peran
masyarakat dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum melalui edukasi lingkungan
dan sosialisasi hukum, sehingga tercipta pendekatan kolaboratif yang lebih efektif. Secara
keseluruhan, pengendalian praktik penebangan ilegal membutuhkan strategi multidimensional
yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi, pendidikan konservasi, penguatan kapasitas
aparat, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten, untuk menjamin kelestarian hutan
sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.
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